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ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang tersebut dibagi 

menjadi dua bentuk yaitu pengujian materiil dan pengujian formil, dalam proses 

pengujian formil undang-undang, Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas 

proses pembentukan undang-undang, akan tetapi UUD NRI 1945 sebagai konstitusi 

tertulis Republik Indonesia hanya mengatur mengenai norma prosedural secara 

umum dan tidak mengatur mengenai aspek teknis prosedural pembentukan undang-

undang, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memperluas dasar konstitusionalnya 

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pembentukan undang-undang sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus 

permohonan pengujian formil undang-undang. Dalam skripsi ini isu hukum yang 

diangkat adalah mengenai konseptualisasi perluasan dasar konstitusional sebagai 

bentuk judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi serta menilai konstitusionalitas 

praktik perluasan tersebut. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan 

dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 

pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta perbandingan. Berdasarkan 

hasil analisa yang dilakukan, disimpulkan bahwa proses perluasan dasar 

konstitusional tersebut merupakan praktik judicial activism oleh Mahkamah 

Konstitusi berupa penafsiran norma yang menjauhi makna teks, perluasan dasar 

konstitusional tersebut disebabkan oleh penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap 

frasa Undang-Undang Dasar dalam Pasal 24C ayat (1) yang tidak hanya dimaknai 

sebagai UUD NRI 1945 namun juga seluruh peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pembentukan undang-undang. Namun praktik judicial activism 

tersebut dinilai tidak bertentangan dengan norma Konstitusi karena walaupun 

Mahkamah Konstitusi memperluas dasar konstitusional dalam pengujian formil, 

namun Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan serta kriteria terhadap 

peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar konstitusional, 

sehingga Mahkamah Konstitusi tetap memutus berdasarkan struktur normatif 

konstitusi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu 

praktik perluasan dasar konstitusional tersebut juga telah diatur dalam pasal 51A 

ayat (3) UU MK. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil Undang-Undang, Dasar 

Konstitusional, Pembentukan Undang-Undang, Judicial Activism 
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ABSTRACT 

The Constitutional Court has the authority to conduct judicial review of the 

Constitution. The judicial review is divided into two forms, namely material review 

and procedural review, in the process of procedural review of the law, the 

Constitutional Court assesses the constitutionality of the law-making process, 

however, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the written 

constitution of the Republic of Indonesia only regulates procedural norms in a 

general manner. general and does not regulate the technical aspects of the 

procedural formation of laws, therefore the Constitutional Court expands its 

constitutional basis by using the laws and regulations governing the formation of 

laws as the basis for examining and deciding requests for procedural judicial 

review. In this thesis, the legal issue raised is the conceptualization of the expansion 

of the constitutional basis as a form of judicial activism by the Constitutional Court 

and assessing the constitutionality of the expansion practice. The legal research 

method used in this thesis is a normative juridical research type using a conceptual 

approach, legislation, and comparison. Based on the results of the analysis, it is 

concluded that the process of expanding the constitutional basis is a practice of 

judicial activism by the Constitutional Court in the form of interpreting norms away 

from the meaning of the text. The Constitutional Court interpreted constitution 

phrase in Article 24C paragraph (1) which is not only interpreted as the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia but also all laws and regulations 

governing the formation of laws. However, the practice of judicial activism is 

considered not contrary to the norms of the Constitution because although the 

Constitutional Court has expanded the constitutional basis in formal examination, 

the Constitutional Court has provided limits and criteria for the laws and 

regulations that are used as the constitutional basis, so that the Constitutional 

Court still decides based on the normative structure of the constitution. contained 

in the legislation. In addition, the practice of expanding the constitutional basis has 

also been regulated in Article 51A paragraph (3) of the Constitutional Court Law. 

Keywords: Constitutional Court, Procedural Judicial Review, Constitutional 

Basis, Law-Making Process, Judicial Activism 
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